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A. Latar Belakang

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupanya Pendidikan
merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui
proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1)
menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat
(3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelengarakan satu
sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan
undang-undang.*Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan
kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Jika demikian halnya, maka pendidikan sesungguhnya merupaka sesuatu
unsur yang harus menyatu dengan masing-masing diri manusia, yang akan dapat
memberikan suluh penerang yang menuntun setiap manusia yang telah terdidik
tersebut menuju arah, tujuan dan makna yang hendak didapatkannya dalam meniti
kehidupannya. Bagi bangsa kita yang tercinta, pendidikan merupakan hal mutlak
yang harus dipenuhi untuk segenap warga negara sehingga diharapkan segenap
warga negara akan dapat berkembang menjadi manusia-manusia yang unggul lagi
berkualitas, sehingga bangsa indonesia dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di
dunia ini dan mengejar ketinggalannya dibandingkan negara-negara yang telah
maju terlebih dahulu. Oleh karena itu sistem pendidikan nasional harus mampu
menjamin pemerataan kesempatan pendidikan yang diharapkan dapat membentuk
manusia-manusia unggul serta berkualitas tinggi, sehingga karenanya penting dan
perlu dilakukan perubahan pendidikan nasional secara terencana, terarah dan terus
berkesinambungan.Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut
duterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjur
hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubu. ,......, ..
dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan meberikan dampak yang
mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen dan teknologi berkembang

'Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945



pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan termasuk
dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaruan sistem
pendidikan, diantaranya pembaruan kurikulum, yaitu  diversifikasi kurikulum
untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis
pendidikan yang dilakukan secara profesional , penyusunan standar kompetensi
tamatan yang berlaku secara Nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi
setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan
pelaksanaan petugas secara profesional; penyusunan standar padanan pendidikan
untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan;
pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan
tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna.
Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara
pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat,
serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum,
Pembaharuan  sistem  pendidikan nasional dilakukan  untuk
memperbaharui  visi.Misi, dan  strategi pembangunan pendidikan
nasional.Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan
sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua
warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga
mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu bembah.? Akan tetapi
untuk mencapai sebuah pendidikan yang maksimal, yang sesuai dengan visi, misi
dan strategi pembangunan pendidikan nasional tidak semudah mebali telapak
tangan, sebab setiap individu atau anak didik yang ingin mengeyam pendidikan
harus melalui berbagai tingkatan sesuai dengan program yang dicanangkan oleh
pemerintah yaitu wajib belajar sembilan tahun dimana setiap anak didik wajib
minimal lulus SLTP . Namun program pemerintah itu tidaklah sesuai lagi dengan
perkembangan zaman dimana setiap individu untuk memperoleh pekerjaan ataupun
untuk melanjutkan ke perguruan tinggi haruslah minimal lulus SMU/sederajat.
Jadi sangatlah dilematis dimana pemerintah mewajibkan setiap warga negaranya
untuk mematuhi program tersebut, tetapi juga kurangnya perhatian pemerintah
didalam menfasilitasi setiap warga negaranya agar mereka semua secara nyaman

dapat mengenyam pendidikan. Mungkin program pemeritah itu bagu kalangan

*http://rohandegbys.wordpress.com/2012/10/05/visi-misi-fungsi-tujuan-danstartegi-pendidikan nasional/
dikases pada tanggal 4 febuari 2016
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mencegah keatas atau orang yang mampu tidaklah masalah akan tetapi bagi rakyat
yang kurang mampu memperoleh pendidikan merupakan sesuatu yang mahal dan
butuh biaya yang tidak sedikit.

Oleh karena itu sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini
dimana setiap warga negara harus memenuhi kebutuhan hidupnya serta persaingan
hidup yang semakin keras dan sulitnya memperoleh pekerjaan guna menunjang
kebutuhan hidupnya sehari-hari berbagai carapun dapat dilakukan. Karena untuk
memperoleh pekerjaan yang layak menurut standar perusahaan sekarang ini
minimal harus memiliki atau berijazah SMU.Guna memperoleh atau menduduki
jabatan tertentu di suatu perusahaan mampu di instansi pemerintah pemerintah

haruslah berijazah perguruan tinggi atau sederajat.

Namun untuk mencapai semua itu ada saja oknum pejabat atau individu
yang dengan sengaja untuk memperoleh ijazah dan tunjuannya itu tidak dengan
mengikuti pendidikan secara semestinya, dimana ada kerjasama antara pihak-pihak
terkait untuk memalsukan ijazah meskipun mereka tahu bahwa perbuatan itu tidak
terpuji dan merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang
diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang Nomor 20
tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Hal ini sangat memprihatinkan
karena terjadi permasalahan tersebut di negara kita yang notabennya adalah
sebagai negara berkembang yang seharusnya membenahi diri di segala aspek atau
bidang khususnya di bidang pendidikan karena pendidikan adalah modal utama
suatu bangsa dalam mencapai negara yang maju dan berkompeten dalam
persaingan globlisasi bangsa yang semakin pesat serta persaingan bisnis yang
semakin menuntut agar bangsa ini lebih maju dan mampu bersaing dengan
bangsa-bangsa maju yang lainnya. Tertolong oleh kenyataan tersebut, peneliti
merasa tertarik untuk menguraikan masalah skipsi yang berjudul
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT (studi kasus Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor
1630 K/Pid/2013)* .



B. Rumusan Masalah
Permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah
1. Apa perlu putusan pemidanaan yang berat terhadap pelaku tindak
pidana pemalsuan ?
2. Apa factor yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan no

1630 K/pid/2013 dengan pidana yang cukup ringan ?

C. Tujuan penulisan
Tujuan dan manfaat dari penulisan adalah pasti untuk kepentingan dari
penulis sendiri serta nantinya dapat dijadikan masukan bagi perkembangan ilmu
pengetahuan, yang menjadi tujuan penulis ini adalah :
1. Salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1)
2. Agar memahami lebih dalam lagi tentang dunia pendidikan.
3. Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai dunia

pendidikan dan prakteknya.

D. Manfaat penulisan.
1. Agar lebih mengerti dan memahami apakah itu dunia pendidikan.
2. Dapat mengetahui gambaran umum mengenai dunia pendidikan
dan prakteknya.
3. Agar dapat mengetahui seberapa besar tindak kejahatan yang
terjadi dalam pendidikan khususnya mengenai pemalsuan ijazah.
E. Metode Penelitian
Dalam Penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yang
biasa dan mudah untuk penulis mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan dalam
penulisan antara lain :
1. Studi Kepustakaan
Penulis mendapatkan bahan penulisan dan perpustakaan berupa buku-buku
mengenai dunia pendidikan.
2. Studi Lapangan
Penulis dalam hal ini mencoba mencari data dari kasus yang akan di jadikan referensi

dalam kasus ini.



F. Sistematika Penulisan
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: TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

Pada bab ini menjelaskan mengenai ruang lingkup tindak kejahatan dan
aturan hukumnya.

: TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pemalsuan ijazah
serta analisa dan pencegahan, penegakan hukum dan sanksi. Analisa
Permasalahan. Pada bab ini menjelaskan apa yang melatarbelakangi
terjadinya tindak pemalsuan ijazah serta pihak-pihak yang terkait
didalamnya dan peranan instansi terkait dalam permasalahan ini.

: Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan surat (Studi kasus :
Putusan Mahkamah Agung No. 1630 K/P1D/2013)

Pada bab ini penulis akan menganalisis tentang putusan Nomor 1630
K/PID/2013 tentang pemalsuan ijazah .

: PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan Kesimpulan dan Saran,
Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis terhadap penelitian dan
pembahasan pada bab empat. Sedangkan saran-saran dilakukan sebagai

pertimbangan untuk diadakan perbaikan-perbaikan.



